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ABSTRAK 

PERANAN ADVOKAT DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

TERSANGKA PADA PERKARA PIDANA BERDASARKAN UNDANG-

UNDANG NO 18 TAHUN 2003 (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NO. 

LPB/703/IX/2016/SKPT POLDA) 

WOREN KRUS TOPER 

 Advokat sebagai pemberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar 

pengadilan yang memiliki ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 

2003. Advokat dalam menjalankan tugas dan wewenang selalu menjunjung tinggi 

hak asasi manusia bagi kliennya. Untuk mengetauhi bagaimana peranan advokat 

dalam perlindungan hukum bagi tersangka maka dalam penulisan skripsi ini yang 

menjadi objek studi kasus yaitu perkara tindak pidana perlindungan konsumen 

laporan polisi No. lpb/703/IX/2016/spkt polda sumsel. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi  tentang peranan advokat dalam 

perlindungan hukum bagi Tersangka dalam perkara pidana dan bentuk 

perlindungan hukum terhadap Tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara 

pidana. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan 

pendekatan deskriptif, dengan memperoleh data dari studi kepustakaan dan 

melakukan wawancara dilapangan. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa peranan advokat dalam 

perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara pidana  dimulai dari membuat 

surat kuasa khusus, memeriksa surat dan dokumen berita acara, berdiskusi serta 

memberikan nasihat hukum, mengajukan saksi yang meringankan, dan 

mengajukan permohonan penangguhan, mengajukan gugatan perdata, dan 

berkoordinasi dengan kepolisian utk menghilangkan status Tersangka. Adapun 

bentuk perlindungan hukum bagi tersangka terdiri dari bentuk perlindungan dari 

penyidik, Polisi, penasehat hukum, dan perlindungan jasmani dan rohani. 

 

Kata Kunci : Peranan Advokat, Perlindungan hukum bagi tersangka dalam 

perkara pidana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), Di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya 

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan 

diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan 

dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia 

sebagai makluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki 

harkat dan martabat yang sama, dan harkat dan martabat ini tidak dapat 

diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun. Dengan demikian segala hal yang 

menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti 

diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 

menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu 

sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama 

dari Negara demokrasi, selain supremasi hukum yang dicerminkan dalam 

prinsip the ruel of law. Sebagai suatu Negara demokrasi yang berdasarkan atas 

hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan HAM tersebut 

didalam konstitusinya. Perlindungan HAM diberikan kepada semua orang, 

termasuk juga orang yang diduga dan atau telah terbukti melakukan tindak 

pidana. Terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana perlu 

diberikan perhatian atas hak-haknya sebagai manusia, sebab dengan status 
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sebagai tersangka pelaku tindak pidana, dia akan dikenakan beberapa tindakan 

tertentu yang akan mengurangi  hak-hak asasinya tersebut.1 

Perjalanan masyarakat Indonesia melalui pembentukan hukum acara 

pidana nasional dalam memperjuangkan hak-hak tersangka agar lebih 

manusiawi, mencapai hasil pada tanggal 31 Desember 1981 pemerintah 

memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut De Bos 

Kemper Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-

undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, 

Negara menggunakan haknya untuk memidana.2 KUHAP merupakan 

ketentuan norma hukum acara pidana yang dirumuskan secara tertulis, yang 

disusun atas dasar nilai-nilai dan asas-asas hukum yang bersifat umum guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Asas-asas hukum pidana mengalami 

pertumbuhan, dan perkembangan sesuai dengan perubahan, dan perkembangan 

dalam masyarakat. Pertumbuhan asas-asas umum hukum hukum acara pidana 

sangat dipengaruhi oleh kebutuhan asas-asas khusus acara pidana dari hukum 

penyimpangan yang bersifat dinamis. Didalam KUHAP terdapat aturan 

mengenai perlindungan HAM yang sangat besar, dan terdapat pula aturan 

mengenai hak-hak tersangka yang dimiliki dan diperoleh pada saat menjalani 

proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. 

                                                           
1 Shinta Agustina, 2003, Demokrasi dan Ham: Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia dan 

Perlindungannya di Indonesia, Bandung: Genta budaya, hlm.15 
2 Andi Sofyan, 2017, Hukum Acara Pidana,Bandung: Angkasa, hlm. 63 
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Didalam KUHAP dibedakan antara tersangka dan terdakwa. Tersangka 

ialah seseorang yang karena perbuataannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 

permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 

KUHAP) Sedangka Terdakwa merupakan seorang tersangka yang dituntut, 

diperiksa dan diadili disidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP). KUHAP 

yang sering disebut sebagai karya agung atau master piece bangsa Indonesia 

dalam bidang hukum, dalam memberikan hak-hak kepada tersangka yang 

sekaligus diiringi dengan aturan berupa kewajiban bagi aparat penegak hukum 

untuk membantu terwujudnya hak-hak tersangka dalam peroses peradilan yang 

dihadapinya. 

Seorang tersangka dalam rangka mempertanggung jawabkan 

perbuatannya harus melalui serangkaian proses penyelesaian perkara pidana, 

mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka. Menurut 

Erni Widhyanti menyatakan: dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum 

pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum 

mulai dari penyidik, penuntutan, sampai dengan hakim dimuka pengadilan. 

Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa 

sendirian, dengan membawa pasal-pasal, undang-undang, kaedah-kaedah 

hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka. Keadilan 

dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua bela pihak seimbang 

dengan segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin 

apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan 

pengetauhan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau 

terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.3 

Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum 

seperti, Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan 

penting dalam penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan 

yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah 

                                                           
3 Erni Widhyanti, 2005 Hak-Hak Tersangka/terdakwa didalam KUHAP, Yogyakarta: 

Liberty, hlm.22 
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dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal 

berkaitan dengan peranan advokat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal 

tersebut memberikan pengertian mengenai advokat yaitu orang yang berprofesi 

memberi jasa hukum didalam maupun diluar persidangan yang memenuhi 

persyarakatn berdasarkan ketentuan Undang-Undang. 

Perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya tersangka dalam 

bentuk bantuan hukum berupa pembelaan dari advokat dalam membantu 

memperjuangkan dan mewujudkan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa 

dalam proses peradilan yang dihadapinya. Pada pasal 54 dan 56 KUHAP 

menyebutkan : 

Pasal 54 KUHAP : 

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka tahu terdakwa berhak 

mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama 

dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang 

ditentukan dalam Undang-Undang.” 

Pasal 56 KUHAP : 

“Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana 

penjara lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang 

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai 

penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat 



5 
 

 
 

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum 

bagi mereka.” 

Dari kedua pasal dalam KUHAP diatas dapat dipahami bahwa, bantuan 

hukum merupakan salah satu hak bagi tersangka dalam kepentingan 

pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mengenai siapa yang dapat mebantu 

seorang tersangka dalam menghadapi proses pradilan pidana agar perlindungan 

hak-hak hukumnya dapat lebih terjamin, dalam pasal 1 Undang-Undang No. 18 

Tahun 2003 tentang advokat terdapat beberapa ketentuan, diantaranya adalah : 

Butir ke 1 : 

Advokat adalah baik diluar maupun diluar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini 

Butir ke 2 : 

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa 

memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain 

untuk kepentingan hukum klien. 

Dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang advokat tersebut diatas, 

setidak-tidaknya dapat diketauhi, bahwa untuk mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum bagi tersangka dalam menghadapi proses peradilan 

pidana, maka peran advokat menjadi sangat diperlukan. 
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Untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih jelas mengenai peran 

advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam peroses peradilan 

pidana, serta untuk mempertajam analisanya perlu pembatasan ruang lingkup 

kajiannya yaitu dengan studi kasus perkara pidana yang tersangka 

menggunakan jasa hukum advokat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi 

objek studi kasus yaitu perkara tindak pidana perlindungan konsumen yaitu 

pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang 

dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel, 

etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa dan 

pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang 

dan/atau secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang 

mengandung janji yang belum pasti dan setiap pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak 

menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan 

yang dijanjikan sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Jo. 

Pasal 8 ayat (1) huruf f dan pasal 9 ayat (1) huruf k Jo. Pasal 16 Undang-

Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan 

tersangka atas nama Tardja Riandy Bin Dawa, didampingi tim penasehat 

hukum “Law Office H2 & Associates” yaitu Hendri Dunan,S.H M.H., Fadlan 

M.Amin, S.H., Abdul Asri, S.H., Supiri, S.H., M.Sadam Syahputra,S.H., 

Sunaryo, S.H., Ristina, S.H., Dewi Putri, S.H. Beritik tolak dari latar belakang 

masalah sebagaimana diuraikan diatas, penulis bermaksud melaksanakan 

penelitian untuk penulisan skripsi sebagai tugas akhir pada program Studi Ilmu 
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Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan 

judul : “Peranan Advokat Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka 

Pada Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ( 

Studi Kasus Laporan Polisi No. LPB/703/IX/2016/SPKT/Polda Sumsel”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka selanjutnya 

akan dibahas dua permasalahan pokok, sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka  

pada  perkara pidana (dalam studi kasus Laporan Polisi No 

LPB/703/IX/2016 Polda Sumsel) ? 

2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat 

penyidikan dalam perkara pidana ? 

 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Sejalan dengan latar belakang  dan permasalahan yang akan 

dibahas maka ruang lingkup dari penulisan skripsi ini adalah mengenai 

peranan  advokat dalam perlindungan hukum bagi tersangka dalam perkara 

pidana (dalam studi kasus Laporan Polisi No. LPB/703/IX/2016 Polda 

Sumsel) dan Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat 

penyidikan dalam perkara pidana. 

Tujuan penelitian untuk mengetauhi peranan advokat dalam 

perlindungan hukum bagi tersangka  dalam perkara pidana (dalam studi 
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kasus Laporan Polisi No LPB/703/IX/2016 Polda Sumsel) dan untuk 

memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat 

penyidikan dalam perkara pidana. 

 

D. KERANGKA KONSEPTUAL 

“Kerangka  konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara 

konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin 

diteliti”.4 

Adapun kerangka konseptual dari skripsi Peranan Advokat Dalam 

Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Perkara Pidana Berdasarkan 

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 ( Studi Kasus Laporan Polisi No. 

LPB/703/IX/2016/SPKT/Polda Sumsel ) adalah sebagai berikut : 

1. Peranan advokat : menurut soerjono soekamto seseorang yang 

mempunyai kedudukan tertentu, lainnya dinamakan pemegang 

peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 

kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum 

secara sosiologis mempunyai kedudukan (status) dan peranan 

(role) sebagai penegak hukum. Kedudukan (status) merupakan 

posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin 

tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut 

sebenarnya mempunyai suatu wadah, yang isinya adalah hak-

hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban 

tadi merupakan suatu peranan atau “role”.5 

 

2. Perlindungan hukum : perbuatan untuk melindungi setiap orang 

atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak 

                                                           
4 “Kerangka Konseptual” diakses melalui https://yogipoltek.wordpress.com pada tanggal 

08 mei 2020 jam 17.00 WIB 

 
5 “Peran dan Fungsi Advokat” diakses melalui http://adekputrajambak.blogspot.com pada 

tanggal 08 mei 2020 jam 20.30 WIB 

 

https://yogipoltek.wordpress.com/
http://adekputrajambak.blogspot.com/
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orang lain,  yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparatur 

penegak hukumnya dengan menggunakan cara-cara tertentu 

berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang 

berlaku  sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga 

negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang 

dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).  

3. Tersangka : seseorang yang karena perbuatannya atau 

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai 

pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan 

seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana 

salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam 

proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas 

persamaan dihadapan hukum. 

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 : Undang-Undang 

mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang 

melingkupi profesi advokat dengan tetap mempertahankan 

prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam 

pengangatan, pengawasaan, dan penindakan serta ketentuan 

bagi pengembangan profesi advokat yang kuat dimasa 

mendatang. Disamping itu diatur pula berbagai prinsip dalam 

penyelenggaraan tugas profesi advokat khusunya dalam 

peranannya dalam menegakan keadilan serta terwujudnya 

prinsip-prinsip Negara hukum pada umumnya. 
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E. METODE PENELITIAN 

“Menurut Soerjono soekanto, metode penelitian merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran 

tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul didalam gejala yang bersangkutan”.6 

1. Sifat dan Materi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Hukum normatif, yang bersifat 

deskriptif, dimana penulis menggambarkan hasil data-data yang 

diperoleh dari studi kepustakaan dan data yang diperoleh dilapangan.. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh Penulis merupakan sumber data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari pustaka 

dan diperkuat dengan study kasus dengan cara wawancara. 

Sumber data sekunder terdiri dari : 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yang 

terdiri atas Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat, 

Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan saksi 

dan korban, peraturan-peraturan dan lain-lain. 

                                                           
6 “Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, 

Analisa, Para Ahli” diakses melalui https://www.gurupendidikan.co.id pada tanggal 08 mei 2020 

jam 20.58 WIB 

https://www.gurupendidikan.co.id/
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b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku hukum 

yang relevan,Selain buku hukum, penulis juga mengambil bahan 

hukum sekunder dari hasil penelitian. 

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum, jurnal, bulletin dan internet. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data dan informasi yang benar dan tepat maka 

peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a) Metode Penelitian Kepustakaan 

“Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

yang bersumbar dari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, 

dokumen resmi, dan hasil penelitian”.7 

b) Metode Penelitian Lapangan 

“Data primer yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara 

langsung terlibat wawancara dan berdiskusi dengan masyarakat”.8 

4. Analisi Data 

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan 

menjelaskan gambaran tentang Peranan Advokat Dalam Perlindungan 

Hukum Bagi Tersangka Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-

                                                           
7 Zainudin Ali,2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.18 

 
8 Ibid. 
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Undang No.18 Tahun 2003 ( Studi Kasus Laporan Polisi No. 

LPB/703/IX/2016/SPKT/Polda Sumsel ) 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan cara atau sistem untuk 

menyelesaikan penelitian, dalam penulisan skripsi ini memuat uraian 

keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat 

dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang 

skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, sub-sub 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

 Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, 

kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, 

memuat tujuan dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 Bab II : Tinjauan Pustaka  

  Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, dimulai dengan tinjauan 

umum tentang advokat, Tinjauan umum tentang  perlindungan hukum, 

pengertian tentang tersangka dan hak-hak tersangka dalam tindak pidana, 

penyusunan daftar pustaka ini diambil dari berbagai referensi atau bahan 

pustaka yang terdiri dari buku-buku literasi, dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini. 
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Bab III : Pembahasan 

Berupa penjelasan tentang pembahasan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini 

dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap permasalahan peranan advokat dalam perlindungan hukum bagi 

tersangka dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang no 18 tahun 

200 studi kasus laporan polisi no. lpb/703/IX/2016/spkt polda sumsel. 

Bab IV : Penutup 

Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi dari 

hasil penelitian, kesimpulan adalah jawaban dari permasalahan-

permasalahan pokok yang diajuhkan dalam rumusan masalah sedangkan 

saran merupakan sumbangan pemikiran. 
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